SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA, STAF AHLI BUPATI, SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan

C.

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan
Kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan
Kecamatan sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan
Kecamatan;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);



Menetapkan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI,
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH
DAN KECAMATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli
Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

a. Inspektur Daerah;



b. Sekretariat;
c. Inspektur Pembantu; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
dan

b. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada

(4) Bagan Susunan Organisasi

ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Inspektur Pembantu I;
b. Inspektur Pembantu II;
c. Inspektur Pembantu III; dan
d. Inspektur Pembantu Khusus.

Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Paragraf 3
Inspektur Pembantu
Pasal 59
(1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud

(2)

(3)

dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengawasan
fungsional terhadap pengelolaan keuangan,
kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada
Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu
mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait

pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat
Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaksanan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah;



pengoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat
Daerah;

pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang meliputi bidang
tugas Perangkat Daerah;

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan
Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan reviu Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD) dengan sasaran menjaga konsistensi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) serta meyakinkan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) telah
sesuai dengan kaidah perencanaan;

pelaksanaan reviu dokumen perencanaan
pembangunan dan anggaran Daerah tahunan
(Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana
Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum
Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara,
dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah termasuk perubahannya)
dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan dokumen  perencanaan
pembangunan Daerah, menjaga konsistensi
dokumen perencanaan Daerah dengan dokumen
penganggaran Daerah  serta  meyakinkan
penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan dan anggaran Daerah tahunan
telah sesuai dengan kaidah perencanaan;



1. pelaksanaa reviu laporan keuangan Pemerintah
Daerah dengan sasaran memberikan keyakinan
secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi
meterial yang dilakukan dan laporan keuangan
telah disajikan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan;

m. pelaksanaan reviu laporan kinerja dengan
sasaran memberikan keyakinan secara terbatas
bahwa laporan kinerja telah menyajikan
informasi kinerja yang andal, akurat dan
berkualitas;

n. pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran
memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi kinerja
dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD);

o. pelaksanaan reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik dengan sasaran meyakinkan Pemerintah
Daerah dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik telah memenuhi persyaratan
dokumen;

p. pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

q. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik; dan

r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
fungsinya.

3. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Inspektur Pembantu Khusus
Pasal 59A

(1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(2) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan
dengan tujuan tertentu atas penugasan dari
Inspektur Daerah, Bupati dan/atau Gubernur.



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Inspektur Pembantu Khusus
mempunyai fungsi:

a.

b.

5ot o

e

penyiapan penyusunan kebijakan terkait
pembinaan pengawasan khusus;

penyusunan rencana dan program = Kkerja
pengawasan khusus;

pelaksanaan pemeriksaan khusus atau
pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

pelaksanaan  koordinasi dan kerja sama
pengawasan Kkhusus dengan Aparat Penegak
Hukum dan instansi pemerintah yang lain;

pelaksanaan audit investigasi;

pelaksanaan audit atas tindak kecurangan/ fraud,
pelaksanaan audit atas kegiatan melawan hukum;
pelaksanaan audit ketaatan;

pelaksanaan audit atas Dberbagai indikasi
pemborosan;

penanganan aduan masyarakat sesuai lingkup
tanggung jawabnya;

pemantauan tindak lanjut penanganan aduan
masyarakat;

pelaksanaan penghitungan kerugian negara/
Daerah;

pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan
evaluasi penerapan reformasi birokrasi;

pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pencegahan
korupsi;

pengelolaan whistle blowing system,

pengoordinasian operasional Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli);

pelaksanaan penguatan integritas; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.



4. Ketentuan ayat (2) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang
mempunyai tugas membantu  Bupati dalam
mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa
dan kelurahan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:

a.

b.

penyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
pengoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;

pengoordinasikan  penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum;

pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah di tingkat kecamatan;

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan desa dan/atau kelurahan;

pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di
kecamatan;

pengoordinasian optimalisasi pendapatan retribusi
Daerah dan pajak Daerah;

pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan; dan

pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN
2021 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA, STAF AHLI BUPATI,
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH DAN KECAMATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

INSPEKTUR DAERAH
| 0 SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN i
FUNGSIONAL i :
i SUBBAGIAN SUBBAGIAN
i PERENCANAAN, ADMINISTRASI
| ANALISIS DAN UMUM DAN
; EVALUASI KEUANGAN
[17o T T Tt H H
INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR
PEMBANTU I PEMBANTU II PEMBANTU III PEMBANTU KHUSUS

K
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Keterangan:
——: Garis Perintah

—————————————— : Garis Koordinasi

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI
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